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BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Menimbang

Mengingat

T -

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang —-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan unutk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disiase 2019 (COVID - 19) dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan
menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara '
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerinatah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negaran
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lelmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Petanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Negara
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan
di Propinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 60);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-29 Tahun 2021
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dan
Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran
Pertangggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 16 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16 );

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 3, Noreg Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika, Propinsi Papua: 03/2019);

Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2019, tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 40);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Dan

BUPATI MIMIKA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
memuat:
laporan realisasi anggaran,;

a
b. neraca;

c. laporan arus Kkas;

d. laporan operasional,
e

f

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.
b.
c.

d.

Pendapatan

Belanja

Transfer

Surplus / (Defisit)

Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan

- Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun

Rp 2.386.412.362,207,65
Rp 2.687.169.650.565,21
Rp _ 309.712.055.032,00
(Rp 610.469.343.389,56)

Rp 655.751.346.749,41
Rp 0,00
Rp 655.751.346.749,41

berkenaan (SiLPA) Tahun 2020 adalah sebesar Rp 45.282.003.359,85.

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
adalah sebagai berikut :

1

Selisih anggaran dengan realisasi

pendapatan sebesar

(Rp932.808.157.969,2) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan

b. Realisasi
Selisih lebih /(kurang)

Rp3.319.220.520.176,85
Rp2.386.412.362.207,65

(Rp 932.808.157.969,2)
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2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
(Rp1.049.272.063.985,26) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp3.736.441.714.550,47
b. Realisasi Rp2.687.169.650.565,21
Selisih lebih /(kurang) (Rp1.049.272.063.985,26)

3. Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sebesar (Rp199.968,00)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer setelah Perubahan Rp 309.712.255.000,00
b. Realisasi Rp. 309.712.055.032,00
Selisih lebih / (kurang) (Rp. 199.968,00)

4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sebesar (Rp 116.464.105.984,06)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran surplus setelah perubahan (Rp 726.933.449.373,62)

b. Realisasi (Rp 610.469.343.389,56)
Selisih lebih/(kurang) (Rp 116.464.105.984,06)

5.  Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar

(Rp75.082.102.624,21) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan Rp 730.833.449.373,62

b. Realisasi Rp 655.751.346.749.41
Selisih lebih /(kurang) (Rp 75.082.102.624,21)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar
(Rp3.900.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan Rp 3.900.000.000,00
b. Realisasi Rp 0,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp 3.900.000.000,00)

7. Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SiLPA) sebesar Rp45.282.003.359,85 dengan rincian sebagai

berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 0,00
b. Realisasi Rp 45.282.003.359.85
Selisih lebih/(kurang) Rp 45.282.003.359.85

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun
2020, sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 6.220.343.953.841,71

b. Jumlah Kewajiban Rp 1.105.544.616.637,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 5.114.799.337.204,71
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, sebagai berikut :

Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020 Rp 355.751.346.749,41
a. Aktivitas Operasi Rp 32.544.933.868,17
b. Aktivitas Investasi (Rp 643.014.277.257,73)
c. Aktivitas Pembiayaan Rp 300.000.000.000,00
d. Aktivitas Transitoris (Rp 3.151.248.079,00)

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 Rp 45.282.003.359,85
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Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, sebagai berikut :

a. Pendapatan Operasional Rp 2.179.904.313.635,11
b. Beban Operasional Rp 2.283.219.628.710,41
c. Pos Luar Biasa (Rp 170.404.682.036,00)
Surplus Laporan Operasional (Rp  430.297.252.040,30)
Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020,
sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 355.751.346.749,41

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp 355.751.346.749,41
Pembiayaan Tahun Berjalan

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayan Anggaran Rp 45.282.003.359,85
tahun berjalan (SiLPA/SiKPA)

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00
Tahun Sebelumnya

e. Lain - lain Rp 0,00

f.  Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 45.282.003.359,85

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 5.139.498.495.360,01
b. Ekuitas Rp 5.114.799.337.204,71
c. Surplus/Defisit - LO Rp 83.136.256.063,85
d. RKPPKD Rp 0,00
" Dampak Kumulatif Perubahan
" Kebijakan/Kesalahan Mendasar : (Rp 18.918.851.337,46)
- Koreksi Nilai Persdiaan Rp 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00
- Koreksi ekuitas lainnya Rp 0,00
- Koreksi Piutang Rp 406.169.168.605,00
- Koreksi Aset Tetap (Rp 571.074.720,00)
f.  Ekuitas Akhir Rp 5.114.799.337.204,71
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d
Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. LampiranI . Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas :
Lampiran [.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
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Lampiran [.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan

pembiayaan;

Lampiran .3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Lampiran [.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II . Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV . Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca,

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX - Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

j. Lampiran X . Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

k. Lampiran XI . Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

0. Lampiran XV  : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan

kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2)
adalah Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan
Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Bupati Mimika menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada tanggal, 22 Juli 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011

Com.Hp.2



